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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat

yang merupakan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan kebutuhan

masyarakat,untuk mencapai kepuasan itu (pelayanan cepat, tepat, transparansi,

adil, dan lain sebagainya) dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari

asas-asas pelayanan publik.Pelayanan publik yang berkualitas menunjukkan

bahwa secara tidak langsung telah diterapkannya  prinsip-prinsip good

governance (partisipasi, supremasi hukum, transparansi, adil dan berorientasi pada

consensus).

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, tentunya harus memiliki

Tata cara/ Tata Kelola pelayanan yang baik. Seperti penyediaan informasi yang

jelas, biaya dan tanggungjawab oleh pemberi pelayanan, keterbukaan mengenai

waktu, semua masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang layak tanpa

terkecuali, perlu adanya keadilan, sikap dan perilaku yang baim dalam

memberikan pelayanan, kondisi sarana dan prasarana yang menunjang. Hal ini

bertujuan untuk mencapai pelayanan yang Baik.

Berdasarkan penjelasan diatas kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah

sebagai berikut :
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1. Transparansi dalam penyedian informasi yang jelas tentang prosedur

pelayanan, misalnya Prosedur pelayanan pembuatan E-KTP oleh

aparat Kecamatan Wewiku yang dilakukan berdasarkan standar

operasional prosedural dengan mekanisme sebagai berikut :Masyarakat

datang dan membawa semua persyaratan yakni: formulir E-KTP yang

sudah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa, fotocopy KK,

Pemeriksaan berkas oleh aparat Kecamatan, Sesi Foto/pemotretan (di

Kecamatan Wewiku Pemotretan dilakukan di Kantorr Camat Malaka

Barat pada hari sabtu), Setelah pemotretan, masyarakat membawa

surat rekam memo dan semua persyaratan yang sudah diperiksa

sebelumnya ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dispenduk)

dan Masyarakat menunggu selama 1 minggu terhitung dari hari

pemasukan berkas. Pelayanannya sangat transparansi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Keadilan yang diberikan kepada masyarakat memiliki kesempatan

yang sama untuk menerima pelayanan. ketika melayani masyarakat

semua pegawai  yang ada di Kantor Camat Wewiku sudah adil dalam

hal ini melayani masyarakat tidak mendahulukan masyarakat yang

sudah kenal saja misalnya keluarga atau teman dekat. Semua harus

dilayani dengan sama dan harus sesuai nomor antrian. Semua

masyarakat Kecamatan Wewiku  berhak memperoleh pelayanan yang

sama tanpa membandingkan satu dengan yang lain.
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3. Efektivitas setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk

mengahasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Seperti : Pemberi pelayanan harus bekerja sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan. mengenai pemberi pelayanan oleh aparat yang ada di

Kantor Camat wewiku semua sudah sangat baik dalam hal ini waktu

yang ditentukan dalam pengurusan pelayanan tidak terlalu begitu lama

dan dipersulit, misalnya dalam pengurusan Prosedur pelayanan

pembuatan E-KTPMasyarakat menunggu selama 1 minggu terhitung

dari hari pemasukan berkas.

4. Akuntabilitas para pemberi pelayanan (aparatur Kecamatan) harus

memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.Seperti : Sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan

pelayanan, Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana

pelayanan yang memadai, Kondisi sarana dan prasarana penunjang

pelayanan public. Aparat kecamatan Wewiku harus memiliki

tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada

Camat beserta Seluruh Stafnya agar segera memperbaiki Sarana dalam hal ini

alat-alat yang saat ini rusak , agar kedepannya proses pelayanan yang diberikan

lebih mencapai tingkat Maksimal.
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